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TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERKONEKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam tata cara penyelesaian perselisihan interkoneksi ini yang dimaksud dengan :

1. Hari kerja adalah Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sor, kecuali hari libur nasional.
2. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

4. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

5. Tim Arbiter adalah suatu tim pelaksana arbitrase yang terdiri dari satu Ketua dan satu atau lebih anggota yang bertugas mempertimbangkan suatu kasus perselisihan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan  merekomendasikan keputusan yang harus diambil oleh Direktur Jenderal. 

6. Keputusan Akhir adalah keputusan hasil arbitrase perselisihan interkoneksi yang diambil oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Tim Arbiter.

7. Keputusan Interim adalah keputusan yang ditetapkan oleh Tim Arbiter selama proses arbitrase sedang berjalan.

8. Laporan Perselisihan adalah pemberitahuan secara tertulis tentang terjadinya suatu perselisihan interkoneksi yang disampaikan kepada Tim Arbiter oleh Pelapor.

9. Laporan Tidak Lengkap adalah suatu Laporan Perselisihan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

10. Penyedia Akses adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.
11. Pencari Akses adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.
12. Pelapor adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang melaporkan adanya perselisihan interkoneksi kepada Menteri.
13. Terlapor adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang dilaporkan mempunyai kasus perselisihan interkoneksi dengan Pelapor.
BAB II

PENYELENGGARAAN MEDIASI DAN ARBITRASE
Ketentuan pokok dalam penyelenggara arbitrase adalah :
1. Menteri selaku pembina industri telekomunikasi berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, menetapkan Direktur Jenderal sebagai pelaksana mediasi dan arbitrase perselisihan interkoneksi;

2. Direktur Jenderal dalam melaksanakan mediasi dan arbitrase perselisihan interkoneksi wajib menyertakan BRTI;

3. Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan masukan dan pertimbangan yang disampaikan oleh BRTI;

4. Direktur Jenderal bersama dengan BRTI membentuk tim mediasi dan tim arbitrase penyelesaian perselisihan interkoneksi;
5. Tim Mediasi dan Tim Arbitrase dapat memerintahkan para pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan interkoneksi untuk :

a. memberikan informasi yang terkait untuk proses penyelesaian perselisihan interkoneksi;

b. melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang terkait bagi kepentingan penyelesaian perselisihan interkoneksi;

c. memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi dan atau tanggapan berkaitan dengan suatu perselisihan interkoneksi yang diajukan oleh pihak lawannya;

d. menghadiri berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat yang diperlukan untuk penyelesaian suatu perselisihan interkoneksi.
6. Pelapor dan Terlapor dalam proses mediasi dan arbitrase:

a. Harus menunjuk dan menetapkan pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi dan menghadiri pertemuan atau dengar pendapat;

b. dapat didampingi oleh tenaga ahli yang dianggap kompeten dalam proses mediasi dan arbitrase;

c. tidak dapat mewakilkan segala kewajibannya kepada pihak lain.
BAB III
PELAPORAN KASUS PERSELISIHAN
Ketentuan pokok dalam pelaporan kasus perselisihan adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan suatu kasus perselisihan interkoneksi dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pelapor dan disampaikan kepada Menteri dan salinannya kepada Direktur Jenderal;
2. Laporan Perselisihan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai terjadinya perselisihan interkoneksi antara pihak Pelapor dengan pihak Terlapor;
3. Laporan Perselisihan harus dilengkapi dengan :

a. Nama dan alamat lengkap pelapor;

b. Pernyataan yang  lengkap dan jelas tentang lingkup perselisihan interkoneksi;

c. Uraian kewajiban yang menjadi sumber perselisihan, termasuk tinjauan tentang aspek teknis dan ekonomis yang terkait;

d. Rincian mengenai tuntutan atau hasil yang diinginkan;

e. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti telah dilakukan upaya negosiasi komersial dengan terlapor;
4. Direktur Jenderal bersama dengan BRTI menetapkan kelengkapan dari laporan perselisihan interkoneksi yang disampaikan oleh Pelapor;

5. Laporan Perselisihan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 akan diproses lebih lanjut dan diberitahukan kepada Pelapor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan perselisihan diterima;
6. Direktur Jenderal akan memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan Perselisihan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir 4 dan memberikan  penjelasan tentang ketidaklengkapan Laporan Perselisihan yang dimaksud, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan perselisihan diterima;

7. Dalam hal Pelapor tidak dapat memberikan uraian yang jelas mengenai perselisihan interkoneksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan ketidaklengkapan Laporan sebagaimana dimaksud butir 5, maka Laporan Perselisihan dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap dan kasus perselisihan interkoneksi tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut;

8. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Perselisihan, Direktur Jenderal tidak memberitahu Pelapor tentang adanya kekurangan dalam laporan tersebut, maka Laporan Perselisihan dianggap lengkap dan kasus perselisihan yang diajukan akan diproses lebih lanjut.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI
Ketentuan pokok dalam penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi adalah sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal bersama dengan BRTI membentuk Tim Mediasi yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan intekoneksi;
2. Ketua dan anggota Tim Mediasi ditunjuk bersama oleh Direktur Jenderal dengan BRTI;

3. Tim Mediasi membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan interkoneksi melalui proses mediasi yang sifatnya informal dan tidak mengikat; 

4. Tim Mediasi melakukan proses mediasi dengan memberikan saran dan pendapat penyelesaian perselisihan interkoneksi yang tidak mengikat dan tidak menghalangi pelaksanaan arbitrase;

5. Proses mediasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan kelengkapan laporan perselisihan;
6. penyelesaian perselisihan interkoneksi melalui proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya proses mediasi;
7. Apabila proses mediasi yang dilaksanakan tersebut berhasil mencapai suatu kesepakatan antara para pihak yang berselisih, maka kesepakatan yang dicapai harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak terkait;
8. Kesepakatan penyelesaian perselisihan dalam bentuk tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan;
9. Ketua Tim Mediasi melaporkan hasil proses mediasi kepada Direktur Jenderal;

10. Apabila proses mediasi tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan, maka Direktur Jenderal akan mengumumkan adanya kasus perselisihan interkoneksi kepada para pihak yang terkait dan dipublikasikan kepada masyarakat;
11. Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan masukan dari BRTI, dapat mengikutsertakan setiap individu yang menurut pandangannya diperlukan untuk membantu proses penyelesaian suatu perselisihan interkoneksi;
12. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kasus perselisihan yang terjadi dan ingin ikut berpartisipasi dalam suatu proses penyelesaian perselisihan interkoneksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan syarat memiliki kepentingan yang cukup.
BAB V
TIM ARBITER
Ketentuan pokok dalam tim arbitrater adalah sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal bersama-sama dengan BRTI, membentuk Tim arbiter apabila penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi sebagaimana diuraikan dalam Bab IV tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sebagai pelaksana Arbitrase untuk menyelesaikan kasus perselisihan interkoneksi yang dilaporkan tersebut;
2. Tim arbiter dibentuk dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berakhirnya batas waktu mediasi ;

3. Tim Arbiter yang dibentuk wajib diberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya; 

4. Tim Arbiter terdiri dari seorang ketua dan satu atau lebih anggota yang ditunjuk bersama oleh Direktur Jenderal dengan BRTI;
5. Ketua dan anggota Tim Arbiter harus bebas dari segala kepentingan yang berkaitan dengan kasus perselisihan interkoneksi yang ditanganinya;
6. Tim Arbiter mempunyai tugas :

a. menetapkan jadwal waktu proses penyelesaian perselisihan interkoneksi;

b. melakukan pengkajian terhadap kelengkapan Laporan Perselisihan suatu kasus perselisihan interkoneksi;

c. meneliti dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berselisih;
d. menjaga kerahasiaan informasi milik para pihak yang berselisih, yang dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan arbitrase; 
e. merekomendasikan keputusan yang harus diambil oleh Direktur Jenderal berkaitan dengan perselisihan interkoneksi yang terjadi, meliputi Keputusan Akhir dan atau Keputusan Interim.
5. Tim Arbiter berwenang untuk :

a. menetapkan tahapan penyelesaian perselisihan interkoneksi;

b. memerintahkan kepada para pihak yang berselisih untuk memberikan berbagai informasi dan atau tanggapan yang diperlukan untuk melaksanakan arbitrase;

c. memerintahkan kepada para pihak yang terlibat untuk menghadiri pertemuan atau dengar-pendapat yang dilakukan bagi kepentingan pelaksanaan arbitrase;

d. melakukan penyelidikan di lokasi para pihak yang berselisih untuk kepentingan pelaksanaan arbitrase;

e. menggunakan bantuan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan interkoneksi;
f. menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan atau dengar pendapat yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kasus perselisihan interkoneksi.
BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI ARBITRASE
Ketentuan pokok dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase adalah sebagai berikut :

1.  TAHAP PENDAHULUAN

a. Tim Arbiter dalam tahap pendahuluan melakukan uji pra kondisi untuk menetapkan kelayakan kasus perselisihan interkoneksi yang terjadi dapat diselesaikan melalui arbitrase;
b. Uji pra kondisi harus dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Arbiter;
c. Uji pra kondisi dilakukan untuk mengetahui :
(1) Kelengkapan Laporan Perselisihan kasus perselisihan interkoneksi yang diajukan oleh Pelapor;
(2) Bukti pernah dilakukannya upaya negosiasi komersial terhadap kasus perselisihan interkoneksi yang dilaporkan;

(3) Kelayakan kasus perselisihan yang dilaporkan merupakan suatu kasus perselisihan interkoneksi;
(4) Kemungkinan tersedianya suatu mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan interkoneksi yang dilaporkan;
c. Apabila persyaratan pra kondisi tidak terpenuhi, maka Tim Arbiter akan memberitahukan kepada Pelapor bahwa kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase;
d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir c. Disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Arbiter;
e. Apabila Tim Arbiter mengetahui adanya mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan yang dapat digunakan, maka Tim Arbiter dapat menyarankan kepada Pelapor agar menggunakan mekanisme tersebut untuk menyelesaikan perselisihan interkoneksi yang dilaporkan;
f. Pemberitahuan tentang adanya alternatif mekanisme penyelesaiaan perselisihan harus disampaikan oleh Tim Arbiter kepada Pelapor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Arbiter;

g. Dalam hal perselisihan interkoneksi yang dilaporkan tidak layak untuk di proses dalam arbitrase atau terdapat alternatif mekanisme penyelesaiaan, maka Tim Arbiter harus melaporkannya kepada Direktur Jenderal dan BRTI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada Pelapor;

h. sebagai pelaksana Arbitrase untuk menyelesaikan kasus perselisihan interkoneksi yang dilaporkan tersebut Apabila persyaratan pra kondisi terpenuhi, Tim Arbiter akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) memberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan tentang adanya kasus perselisihan interkoneksi;

(2) melaksanakan pertemuan awal yang membahas identifikasi kasus perselisihan interkoneksi dan kebutuhan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan proses arbitrase;

(3) menetapkan kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan interkoneksi  yang dilaporkan tersebut;

(4) menetapkan tahapan dari setiap mekanisme atau proses  yang akan diambil dalam penyelesaian perselisihan interkoneksi yang terjadi.
i. Tahap Pendahuluan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pembentukan Tim Arbiter. 
2. TAHAP SUBSTANSI
a. Tahap subtansi dilakukan setelah ketentuan pra kondisi dalam tahap pendahuluan dipenuhi;
b. Tahap subtansi dilakukan dengan menganalisa kasus perselisihan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
(1) pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan;

(2) menerima tanggapan para pihak yang berselisih;

(3) menetapkan dan membuat putusan terhadap pokok perselisihan;

(4) mengadakan berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat dalam rangka menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan termasuk dengar pendapat publik apabila kasus perselisihan interkoneksi yang terjadi dinilai berkaitan dengan kepentingan publik;

(5) menggunakan bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan pengkajian terhadap kasus perselisihan interkoneksi yang dilaporkan dan memberikan saran/pendapat yang diperlukan guna menyelesaikan kasus perselisihan tersebut;

(6) membuat keputusan interim bilamana diperlukan.

c. Tim arbiter dalam mempertimbangkan kasus perselisihan mengacu kapada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai kesepakatan yang bersifat multilateral yang dibuat oleh penyelenggara telekomunikasi yang disahkan atau diketahui oleh Direktur Jenderal;
d. Tahap Substansi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berakhirnya Tahap Pendahuluan.
3. TAHAP PENETAPAN KEPUTUSAN
a. Tim Arbiter menyusun dan menyampaikan konsep putusan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan interkoneksi untuk memperoleh tanggapan;
b. Keputusan arbitrase akan ditetapkan setelah dilaksanakan analisa dan pertimbangan terhadap tanggapan atas konsep putusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan;
c. Tahap Penetapan Keputusan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Tahap Substansi;
d. Tim Arbiter wajib melaporkan setiap keputusan yang diambil kepada Direktur Jenderal;
e. Direktur Jenderal menetapkan keputusan yang diambil oleh Tim Arbiter;
f.    Direktur Jenderal sebelum  menetapkan keputusan yang diambil oleh Tim Arbiter, dapat melaksanakan dengar pendapat gabungan bagi beberapa kasus perselisihan interkoneksi yang memiliki kemiripan dan sedang ditangani secara pararel, baik dilaksanakan pada proses arbitrase maupun yang dilaksanakan terpisah dari proses arbitrase;
g. Rapat dengar gabungan sebagaimana dimaksud dalam butir f dapat diusulkan oleh BRTI;

h. Waktu untuk melaksanakan dengar pendapat gabungan sebagaimana dimaksud pada butir f., selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan Tim Arbiter;
i. Dalam hal Direktur Jenderal dalam batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan dengar pendapat gabungan, maka Direktur Jenderal menetapkan keputusan yang diambil oleh Tim Arbiter.

BAB VII
KEPUTUSAN INTERIM

Ketentuan pokok dalam keputusan interim adalah sebagai berikut :
1. Tim Arbiter dapat mengambil Keputusan Interim atau putusan sela sebelum menetapkan keputusan akhir dengan tidak menghilangkan kewajiban Tim Arbiter untuk menetapkan Keputusan Akhir;
2. Keputusan Interim dilakukan untuk menjamin agar pengaturan interkoneksi dapat berjalan lancar dan layanan interkoneksi dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat;
3. Keputusan Interim berlaku tidak lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal ditetapkannya, kecuali :

a. Keputusan Akhir telah ditetapkan dan diberlakukan;

b. Keputusan Interim dicabut karena permintaan kedua pihak yang berselisih atau atas pertimbangan BRTI;

c. pengajuan kasus perselisihan interkoneksi ditarik kembali oleh Pelapor.

BAB VIII
KEPUTUSAN AKHIR

Ketentuan pokok dalam keputusan akhir adalah sebagai berikut :
1. Suatu Keputusan Akhir akan  menetapkan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Penyedia akses untuk menyediakan jasa layanan akses kepada pihak pencari akses;

b. pencari akses menerima dan membayar layanan yang diperolehnya ;

c. suatu pihak memperbesar kapasitas atau meningkatkan kualitas dari fasilitas yang diperlukan untuk interkoneksi.

2. Keputusan Akhir menetapkan berbagai kondisi dan persyaratan, baik untuk penyedia akses maupun pencari akses;
3. Penyusunan dan publikasi suatu Keputusan Akhir harus dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
4. Keputusan Akhir berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berlaku surut, dengan suatu batasan yaitu tanggal dimulainya proses negosiasi antara kedua pihak yang berselisih;
5. Masa berlaku Keputusan Akhir ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
TERMINASI TANPA KEPUTUSAN

Ketentuan pokok dalam terminasi tanpa keputusan adalah sebagai berikut :
1. Pihak Pelapor yang mengajukan kasus perselisihan interkoneksi dapat menarik kembali pengajuan kasusnya setiap saat, dengan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, sebelum ditetapkannya Keputusan Akhir;
2. Surat permohonan pencabutan kasus perselisihan interkoneksi harus dilengkapi dengan :

a. nama dan alamat lengkap pejabat yang berwenang untuk melakukannya;

b. keterangan mengenai posisi pihak yang memohon pencabutan kasus, dalam hal ini menjelaskan posisi dari pihak penyedia akses atau pihak pencari akses;

c. uraian singkat tentang kasus perselisihan interkoneksi yang ingin dicabut.

3. Pihak yang mencabut kasus perselisihan interkoneksi harus mengirimkan salinan dari surat pencabutannya kepada pihak lawannya dalam kasus perselisihan interkoneksi tersebut;

4. Direktur Jenderal memerintahkan Tim Arbiter untuk menghentikan proses arbitrase setelah menerima pencabutan kasus perselisihan interkoneksi dan akan mengeluarkan surat pencabutan yang ditujukan kepada Pihak yang mencabut dan mengirimkan salinannya kepada semua pihak lain yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perselisihan;
5. Tim Arbiter dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk menterminasi proses penyelesaian perselisihan setiap saat tanpa menetapkan suatu keputusan, dalam hal :

a. subjek perselisihan tidak jelas, salah alamat, atau tidak memiliki substansi;

b. pihak Pelapor yang mengajukan kasus perselisihan interkoneksi tersebut tidak berusaha melakukan negosiasi dengan niat yang baik.

6. Tim Arbiter dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk  menghentikan proses penyelesaian perselisihan tanpa menetapkan keputusan, berdasarkan alasan yang mendasar, yaitu :

a. apabila proses penyelesaian perselisihan tidak akan memberikan kontribusi dalam memajukan kompetisi di industri telekomunikasi;

b. pencari akses, penyelenggara jasa atau jaringan telekomunikasi, tidak cukup penting keberadaannya, dalam arti peran atau fungsinya, ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi.

BAB X

PROSES BANDING

Ketentuan dalam proses banding adalah sebagai berikut :
1. Proses penyelesaian perselisihan interkoneksi oleh Tim Arbiter tidak menghalangi hak dari salah satu pihak untuk memperoleh keadilan melalui Pengadilan;

2. Pihak yang berselisih dan tidak puas dengan hasil penyelesaian perselisihan interkoneksi melalui proses arbitrase ini dapat mengajukan kasusnya ke Pengadilan Negeri;  
3. Dalam hal kasus perselisihan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas telah diajukan ke pengadilan, maka keputusan arbitrase oleh BRTI harus tetap dilaksanakan para pihak yang berselisih sampai diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
BAB XI

BIAYA ARBITRASE PERSELISIHAN INTERKONEKSI
Ketentuan pokok dalam biaya arbitrase perselisihan interkoneksi adalah sebagai berikut :
1. Tim Arbiter menetapkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan arbitrase suatu perselisihan interkoneksi;

2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. biaya pengajuan kasus perselisihan intekoneksi yang harus ditanggung oleh Pelapor;

b. biaya pertemuan pendahuluan yang dilakukan pada Tahap Pendahuluan, yang harus ditanggung oleh Pelapor;

c. biaya pertemuan dan atau dengar pendapat yang dilakukan selama proses arbitrase berlangsung terhitung sejak dimulainya Tahap Substansi, yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang;
d. biaya perjalanan dan akomodasi Tim Arbiter yang dilakukan selama proses arbitrase berlangsung terhitung sejak dimulainya Tahap Substansi, yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang;
e. biaya penggunaan tenaga ahli atau konsultan yang diperlukan untuk kebutuhan pelaksanaan arbitrase, yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang;
f. biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan arbitrase di luar dari yang telah disebutkan pada butir a sampai dengan e, seperti misalnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pengujian teknis terhadap sistem dan atau peralatan yang berkaitan dengan interkoneksi dan lain sebagainya.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan pokok tata cara penyelesaian perselisihan berinterkneksi ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.
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